SALINAN

KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA TRATEMULYO

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA TRATEMULYO

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2020-
2028
DESA TRATEMULYO
KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TRATEMULYO

Menimbang : a. bahwa sesuai UU Nomor 3 tahun 2024 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang — Undang Nomor
6 tentang Desa;

b. bahwa di dalam UU Nomor 3 pasal 39 ayat (1)
Kepala Desa memegang Jabatan selama 8
(delapan) Tahun terhitung sejak pelantikan,
sehingga perlu merubah RPJMdes yang semula
6 (enam) Tahun menjadi 8 (delapan) Tahun

C. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa Tahun 2020 - 2028
sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah
dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c
perlu menetapkan Peraturan Desa Tratemulyo
tentang Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2028.

Mengingat ;1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104);



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6575);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali
Diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang
Perubahan Kedua atas Undang - Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6914);
Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024
Tentang Rencana Jangka Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6995);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007



10.

11.

12.

13.

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
telah Diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun
2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan  Keuangan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021
Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6623);
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023
Tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan
Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021
Tentang Percepatan Penurunan Stunting
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 72);

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022
tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
180);

Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024
tentang Penataan Tugas dan  Fungsi
Kementerian Negara Kabinet Merah Putih
Periode Tahun 2024 - 2029 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 398);

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022
Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan
Ekstrem;

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025
Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan
Anggaran Pendatapan dan Belanja Negara dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
Keputusan Deputi Bidang Pegembangan
Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan
Pengadaan barang / Jasa Pemerintah Nomor 2
Tahun 2024 Tentang Model Dokumen
Swakelola Pengadaan Barang / Jasa di Desa;
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Republik Indonesia



25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
468);

Keputusan Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan
Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Penetapan
Sumber Dan Jenis Data Dalam Upaya
Percepatan Penghapusan Kemiskinan
Ekstrem,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12
Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan
dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan
Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor-);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111
Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis
Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81
Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan
Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83
Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan
Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan
Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2016 Tentang Pengelolan Aset Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
53);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44
Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65
Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);



35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110
Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun
2017 Tentang Stadar Pelayanan Minimal Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 156);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67
Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96
Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama
Desa Di Bidang Pemerintahan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1444);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang
Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga
Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 569);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur



44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 Tentang
Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1496);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 106 Tahun 2016 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Balai Pemerintahan Desa Kementerian
dalam Negeri (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1496);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Kode
Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
969);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang
Sarana dan Prasarana Bagi Satuan Tugas
Perlindungan  Masyarakat dan  Satuan
Perlindungan Masyarakat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 686);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12
Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 543);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pos
Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 648);
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53.

54.

55.

56.

57.

58.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan  Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal
Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 158);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata
Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal Dan = Transmigrasi  Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 Tentang
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1203);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan
Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan  Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1262) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun
2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun
2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan
Masyarakat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 317);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan  Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan  Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang
Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan,
Pembinaan Dan Pengembangan, Dan



59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

Pengadaan Barang Dan/atau Jasa Badan
Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa
Bersama (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 252);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan  Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata
Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana
Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan
menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1224);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal Dan = Transmigrasi  Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan  Daerah  Tertinggal, @ Dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal Dan  Transmigrasi  Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang
Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 868);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal Dan = Transmigrasi  Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang
Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan
Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal Dan  Transmigrasi  Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Indeks
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 753);

Keputusan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 Tentang
Panduan Pengendalian Inflasi Dan Mitigasi
Dampak Inflasi Di Daerah Pada Tingkat Desa;
Keputusan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 97
Tahun 2022 Tentang Pedoman Ketahanan
Pangan Di Desa;



66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

Keputusan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor
136 Tahun 2022 Tentang Panduan
Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha
Milik Desa;

Keputusan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 143 Tahun 2022 Tentang
Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat
Desa;

Keputusan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 54 Tahun 2024 Tentang
Panduan Pengembangan Kapasitas
Masyarakat Desa dengan Dana Desa;
Keputusan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 Tentang
Panduan Umum Desa Cerdas;

Keputusan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3
Tahun 2025 Tentang Panduan Dana Desa
untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung
Swasembada Pangan;

Peraturan  Menteri Keuangan  Republik
Indonesia Nomor 58/PMK.03/2022 Tentang
Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut
Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran
dan/atau Pelaporan Pajak yang diPungut oleh
Pihak Lain atas Transaksi Pengadaan Barang
dan/atau Jasa melalui Sistem Informasi
Pengadaan Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 358);

Peraturan  Menteri Keuangan  Republik
Indonesia Nomor 59/PMK.03/2022 Tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 231/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara
Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok
Wajib Pajak, Pengukuhan Dan Pencabutan
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta
Pemotongan dan/atau Pemungutan,
Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 359);

Peraturan  Menteri Keuangan  Republik
Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
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78.

79.

80.

81.

82.

Peraturan  Menteri Keuangan  Republik
Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang
Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa,
Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun
Anggaran 2025 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
4 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17
Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18
Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembinaan Dan
Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Provinsi
Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2018 Nomor 18);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12
Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 —
2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2023 Nomor 12);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34
Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022
Tentang Pedoman  Pemberian Bantuan
Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi
Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2023 Nomor 34);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15
Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan
Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
Di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 15);
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1
Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di
Kabupaten  Kendal (Lembaran  Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E
No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Nomor 152);
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84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2
Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan
Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 2);
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20
Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2018 Nomor 20);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2
Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
Di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 2);
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 7
Tahun 2021 Tentang Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kendal tahun 2021 - 2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2021 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4
Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa Di Kabupaten Kendal
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2022 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3
Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2024 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4
Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2024 Nomor 4);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun
2013 Tentang Pendelegasian  Sebagian
Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat
Dalam Rangka Pelayanan  Administrasi
Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor
10 Seri E No. 9) sebagaimana telah Diubah
dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 26
Tahun 2013 Tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun
2013 Tentang Pendelegasian  Sebagian
Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat
Dalam Rangka Pelayanan  Administrasi
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Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor
26 Seri E No. 15);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2016
Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan
Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2007 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007
Tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor
6 Seri E No. 6);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun
2016 Tentang Pedoman Pemanfaatan Aset
Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri
E No. 41);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun
2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata
Kerja Pemerintah Desa Di Kabupaten Kendal (
Berita Daerah Kabupaten Kendal tahun 2016
Nomor 80 Seri E no 47 );

Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 37
Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa, Rencana Kegiatan
Pembangunan Dan Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan Desa Di Kabupaten Kendal
(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017
Nomor 38);

Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 50
Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa
Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Kendal
(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018
Nomor 50);

Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 36
Tahun 2019 Tentang Pungutan Desa Di
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2019 Nomor 36);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun
2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020
Nomor 38 );

Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2021
Tentang Perubahan atas Paraturan Bupati
Kendal Nomor 68 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan
Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas
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Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten
Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2021 Nomor 7);

Peraturan Bupati No 42 Tahun 2021 Tentang
Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi
Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 42);
Peraturan Bupati No 82 Tahun 2021 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2021 Nomor 82);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 1 Tahun 2022
Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2022 Nomor 1);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 9 Tahun 2022
Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Kendal Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Tata
Cara Pengalokasian Dan penyaluran Alokasi
Dana Desa Di Kabupaten Kendal (Berita
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor
9);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun
2022 Tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2021 Tentang
Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban
Bantuan Keuangan Khusus kepada
Pemerintah  Desa  Berbasis Dusun Di
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2022 Nomor 13);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun
2022 Tentang Bantuan Keuangan Kepada
Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana
Prasarana Perdesaan Dan Pengembangan Desa
Wisata (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2022 Nomor 27);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun
2022 Tentang Tunjangan Badan
Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Kendal
(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022
Nomor 75);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023
Tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa
Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2023 Nomor 2);
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Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2023
Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 Tentang
Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Bagian
dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada
Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 23);
Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2023
Tentang Tata Cara Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten
Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2023 Nomor 27);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2023
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51
Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor
34);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2023
Tentang Pengadaan Barang/Jasa  secara
Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadaan
barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2023 Nomor 46);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2022 Tentang
Standar Harga Satuan Di Lingkungan
Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2023 Nomor 52);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023
Tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non
Tunai Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 56);
Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2024
Tentang Pengahsilan Tetap, Tunjangan dan
Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa (Berita  Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2024 Nomor 12);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2024
Tentang Tata Cara  Pengalokasian dan
Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 13);
Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2024
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2025 (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 17);
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Peraturan Bupati Kendal Nomor 28 Tahun 2024
Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Berita  Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2024 Nomor 29);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2024
Tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa
Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 41);
Keputusan Bupati Kendal Nomor
100.3.3.2/323 /2024 Tanggal 10 Desember 2024
Tentang Penetapan Selisih Lebih Bayar/Kurang
Bayar Hasil Perhitungan Bagian Dari Hasil Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran
2022 dan 2023 Bagi Desa Di Kabupaten Kendal
Tahun Anggaran 2024;

Keputusan Bupati Kendal Nomor
100.3.3.2/322 /2024 Tentang Perubahan Kedua
Atas Keputusan Bupati Kendal Nomor
100.3.3.2/291/2024 Tanggal 29 Oktober 2024
tentang Penetapan Penerima dan Besaran
Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa
untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan
dan Pengembangan Desa Wisata Di Kabupaten
Kendal Tahun Anggaran 2024;

Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Kendal Selaku
Pengguna Anggaran Nomor 600/654/DPUPR
Tanggal 13 Februari 2024 Tentang Analisa Harga
Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum
Kabupaten Kendal Tahun Anggaran Tahun
2024;

Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 400.10.2.4 /4263 /Dispermasdes Tanggal
27 Desember 2024 Tentang Pagu Indikatif Dana
Tranfer Desa (Alokasi Dana Desa / ADD, Dana
Desa / DD dan Bantuan Keuangan Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah) Tahun Angaran 2025 dan
Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 400.10.2.4/4305/Dispermasdes Tanggal
31 Desember 2024 Tentang Ralat Pagu Indikatif
Dana Tranfer Desa (Besaran Pembayaran
Jaminan Sosial Ketenangakerjaan Bagi Kepala
Desa dan Perangkat Desa dan Pagu Indikatif
Alokasi Dana Desa / ADD) Tahun Angaran 2025;
Peraturan Desa Tratemulyo Nomor 1 Tahun
2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja



Memperhatikan

Menetapkan
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124.
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Pemerintah Desa di Desa Tratemulyo (Lembaran
Desa Tratemulyo Tahun 2016 Nomor 3);
Peraturan Desa Tratemulyo Nomor 2 Tahun
2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa di
Desa Tratemulyo (Lembaran Desa Tratemulyo
Tahun 2024 Nomor 2);

Peraturan Desa Tratemulyo Nomor 1 Tahun
2019 tentang Daftar Kewenangan Desa
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa di Desa Tratemulyo
(Lembaran Desa Tratemulyo Tahun 2019 Nomor
1);

Peraturan Desa Tratemulyo Nomor 2 Tahun
2019 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa
di Desa Tratemulyo (Lembaran Desa Tratemulyo
Tahun 2019 Nomor 2);

Peraturan Desa Tratemulyo Nomor 3 Tahun
2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa Tahun 2020 sd 2026 di desa
Tratemulyo (Lembaran Desa Tratemulyo Tahun
2020 Nomor 3);

Hasil Musyawarah Desa Penetapan dan Pengesahan
Perubahan RPJM Desa Tahun 2020 - 2028 pada
tanggal 25 April 2025 yang bertempat di Balai Desa
Tratemulyo Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal.

Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TRATEMULYO

dan

KEPALA DESA TRATEMULYO

TRATEMULYO

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DESA TRATEMULYO NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DESA
TAHUN 2020 - 2028.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Bupati adalah Bupati Kendal.
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Desa adalah Desa Tratemulyo

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama
lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi
kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan
Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan
nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama
lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan
yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah
Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat
strategis.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut
dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan
prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa
yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati
bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat
Desa.
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Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan
yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan
Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara
partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya
desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa un tik
percepatan pencapaian tujuan pembangnan berkelanjutan.
Pendatan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan,
pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa,yang memuat
data objektif kewilayahan dan kewarganegaraan Desa berupa aset
dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan u ntuk
pencapaian tujuan Pembangunan Desa,masalah
ekonomi,sosial,dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan
rekomendasi penyusuna n program dan kegiatan Pembangunan
Desa,serta data dan informasi terkait lainnya yang
menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewargaan
di Desa yang disediakan Kementerian Desa,Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu
dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat
keras, jaringan, dan sumberdaya manusia untuk disajikan
menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektifitas
dan efesiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan
strategis Pembangunan Desa.

Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat
kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai
dengan tahun 2030.

Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan
pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang
dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan
kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna
mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan
meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku,
kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya
melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan
pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas
kebutuhan masyarakat Desa.

Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan
pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat,
masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang
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menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika
masyarakat Desa.

Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang
meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana,
kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal,
ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang
dihadapi desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya
disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan
Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa,
adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun.

Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang
menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan
Daerah.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang
yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan
asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB
Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa
yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah
kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan
Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa.

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana
perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah
dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain
adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan
kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam
memberdayakan masyarakat,

Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang
menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari



susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa
masyarakat Desa.

32. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

33. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA TRATEMULYO

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Perubahan Rencana
Pembagunan Jangka Menengah Desa Tratemulyo Tahun 2020 - 2028,
sebelumnya Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa
Tratemulyo Tahun 2020 - 2026, sebagaimana tercantum dalam
lampiran Peraturan Desa ini.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Tratemulyo Tahun 2020 - 2028 disusun dengan maksud untuk
menjabarkan visi dan misi Kepala Desa Tratemulyo terpilih yang
telah dilantik pada tanggal 11 Bulan Mei Tahun 2020 dan juga di
kukuhkan pada tanggal 6 Bulan Juni Tahun 2024

(2) Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa Tratemulyo Tahun 2020 - 2028 adalah :

a. mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan
kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;



b. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakaat
terhadap program pembangunan di desa;

c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di
desa; dan

d. menumbuhkan dan mendorong peran serta masyarakat
dalam pembangunan di desa.

Pasal 4

Perubahan RPJM Desa yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Desa
ini menjadi pedoman dalam penyusunan RKP Desa.

Pasal 5

(1) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan.

(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Organisasi dan tata laksana Pemerintahan Desa;

Keuangan desa;

Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan
Desa dan pemberdayaan masyarakat.

oo oo 7

Pasal 6

Perubahan RPJM Desa adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Desa ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Kegiatan Perencanaan Pembangunan sebelum di terbitkan peraturan
ini masih tetap berlaku sesuai Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020
Tentang Rencana Pembangunan Desa periode tahun 2020 - 2026

BAB V
PENUTUP



Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa
Tratemulyo

Ditetapkan: Tratemulyo
Pada tanggal: 25 April 2025

KEPALA DESA TRATEMULYO
Cap ttd
ARI SIGIT CAHYONO
Diundangkan di Tartemulyo
Pada tanggal : 25 April 2025
SEKRETARIS DESA TRATEMULYO
Cap ttd
UTOMO
LEMBARAN DESA TRATEMULYO TAHUN 2025 NOMOR 1

SALINAN SESUI DENGAN ASLINYA
SI-JKRE’}‘ARIS DESA TRATEMULYO
K
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